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ABSTRAK 

Tanah merupakan suatu benda yang tak bergerak dan 

mempunyai sifat yang begitu vital bagi setiap aspek kehidupan 

manusia, kepemlikan atas tanah sendiri merupakan suatu hal yang 

diakui dan dilindungi oleh hukum. maka kiranya perlu sertifikasi atas 

tanah guna mendapatkan hak atas kepemilikan tanah. PTSL 

merupakan pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan tujuan target 

pemerintah guna menjamin hak tanah bagi warga negara dengan biaya 

ringan. berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam skripsi ini adalah bagaimana Perolehan hak atas tanah 

berdasarkan program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) 

ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 12 Tahun 

2017?, dan bagaimana Tinjauan hukum Islam Terhadap Pembuktian 

Hak Kepemilikan Tanah berdasarkan program PTSL (Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap) analisa Peraturan Menteri Agraria Nomor 

12 Tahun 2017?, dan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana perolehan hak atas tanah berdasarkan program PTSL serta 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian hak atas tanah 

pada program PTSL pasal 19. 

Metode ini menggunakan jenis penelitian pustaka (Library 

Research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan 

metodis guna mengungkapkan data-data yang akan diperlukan dalam 

penelitian yang bersumber dari lokasi kepustakaan yaitu data primer 

dalam hal ini Peraturan Menteri Agraria No. 12 Tahun 2017, selain itu 

data sekunder dengan menggunakan jurnal dan lainnya, sera data 

tersier. Pola berpikir dalam penelitian ini menggunakan pola berpikir 

deduktif dan pendekatan menggunakan kualitatif yang didapatkan 

berdasarkan pada ketersediaan kepustakaan, lantas berdasarkan 

ketentuan atau kesimpulan penelitian ini, ialah bahwa perolehan 

kepemilikan hak atas tanah di dalam Pasal 9 Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 12 Tahun 2017 dapat ditunjukkan bukti dokumen 

kepemilikan atau dengan surat pernyataan atas dasar itikad baik, jika 

dalam hal kepemilikan tidak memiliki bukti fisik seperti girik atau 

riwayat kepemilikan, maka dengan beberapa ketentuan syarat 

pembuktian atas kepemilikan, penerbitannya disesuaikan dengan 

penerbitan 4 kategori sertifikat hak kepemilikan dalam program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. 



iv 

 

Sedangkan ditinjau dari segi Fiqh Siyasah, kepemilikan hak 

atas tanah berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 

12 Tahun 2017 ditinjau berdasarkan fiqh siyasah bahwa dengan 

dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut dapat dibenarkan, sebab ini 

sesuai dengan konsep Dusturiyah yaitu mengenai peraturan 

perundang-undangan atas suatu cara memperoleh hak-hak perorangan 

dan lembaga, sehingga dapat   terjaminnya hak kepemilikan atas tanah 

walaupun tidak dapat membuktikan secara dokumentasi kepemilikan, 

namun dapat dipermudah dengan surat pernyataan atas dasar itikad 

baik saja dengan dasar dapat dipertanggunjawabkan pernyataannya 

dan penerbitan sesuai ketentuan dari program PTSL itu sendiri, di 

mana dari segi hukum Islam memiliki kesesuaian dengan prinsip 

Maslahah al-Mursalah, dalam aspek menjaga harta (Hifdzun Mal). 
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MOTTO 

 اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْرًاۗ فاَذَِا فرََغْتَ فاَنْصَبْْۙ وَالِٰى رَبِّكَ فاَرْغَبْ 

 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila  

kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

 sungguh-sungguh (urusan) yang lain,dan hanya kepada 

 Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 

 

(As-Syarh : 6-8) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

 Penegasan terkait istilah judul dalam setiap penelitian sangat 

diperlukan karena hal ini tidak lain adalah untuk menghindari suatu 

kekeliruan dalam memahami suatu maksud dari judul tersebut. 

Adapun dari judul ini adalah HAK KEPEMILIKAN TANAH 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pasal 19 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017 

Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)  yang kemudian 

mengenai uraian-uraian istilah di atas adalah sebagai berikut :  

1. Hak ialah segala hal yang dimiliki oleh setiap manusia yang 

sudah melekat pada diri manusia dari awal lahir serta hak 

tersebut haruslah dilindungi dan dihargai.
1
 

2. Kepemilikan merupakan kekuasaan yang secara sosial 

memegang dan mengontrol terhadap sesuatu yang dimiliki 

secara ekslusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.
2
 

3. Tanah adalah legalisasi alat bukti yang kuat atas kepemilikan 

suatu tanah atas nama kepemilikan dari orang yang tertera, 

sehingga atas hak tersebut dapat dilakukan tindakan atau 

perbuatan hukum.
3
 

4.  Perspektif ialah cara pandang yang muncul akibat kesadaran 

seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah pengetahuan 

seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi 

dengan pandangan yang luas.
4
 

5. Hukum Islam adalah merupakan hukum yang dibangun 

berdasarkan pemahaman manusia atas Al-Qur‟an maupun 

Hadis untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara 

                                                             
1 Osgar S Matompo, Hukum Hak Asasi Manusia, (Malang: Intrans Publishing, 

2018), h. 14.   
2 Ebta Setiawan, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online, ...., Pukul 

07.00 WIB.  
3 Bronto Susanto, Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan 

Peraturan Pemeintah Nomor 24 Tahun 1997, IlmuHiukum, Vol. 10, No. 20, (Agustus, 

2014), h. 77.  
4 Rosnida Sari, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha 

Pariwisata, Jurnal Al-Bayan Vol. 22 No.34, Juli-Desember 2016, h. 57. 
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universal relevan pada setiap zaman dan makan (ruang) 

manusia.
5
 

6. Analisa ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa  

(perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat, atau 

pengurain pokok persoalan atas bagian-bagian, atau hubungan 

antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang 

tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
6
 

7. Peraturan Menteri peraturan yang dikeluarkan sebagai suatu 

pedoman yang dikeluarkan oleh menteri yang diangkat oleh 

kepala negara guna mengatur suatu pekerjaan.
7
  

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, penulis 

menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini 

yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan 

tinjauan dari fiqh siyasah terhadap implementasi pendaftaran tanah 

sistematis lengkap atas perlindungan hak kepemilikan sertifikat 

tanah selain itu serta proses & bentuk perlindungan atas 

pendaftaran tanah dengan sisitematis yang lengkap.  

 

B. Latar Belakang  

Tanah merupakan sebuah kebutuhan primer yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak, dan merupaka salah satu 

sumber daya alam yang menjadi sebuah modal utama bagi sebuah 

pembangunan. Namun seiring bertambahnya jumlah penduduk 

maka atas suatu kebutuhan tanah guna tempat tinggal dan lain 

sebagainya semakin meningkat pula. Sedangkan tanah sendiri 

guna kepemilikan semakin begitu relatif di samping itu juga tanah 

sebagai suatu inverstasi yang daya jualnya juga semakin tinggi, 

lantas dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan bagi 

pemilik tanah aatau calon pemeilik tanah harus diciptakannya 

                                                             
5 Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam Dan Pluralitas Social 

(Jakarta: Penamadani, 2005), h. 6.  

 6 Peter Salim & Yenni Salim, Kamus Besar Bahsa Indonesia  (Jakarta : 

Medern English Press, 1999), h .61 
 7 Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia (Jakarta: 

Prenadamedia, 2010), h. 99.  
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perangkat pertanahan yang tertulis, lengkap dan jelas yang 

mengatur mengenai pendaftaran tanah.
8
 

Al-Qur‟an sebagai salah satu sumber hukum Islam 

menjelaskan atas sebuah hak kepemilikan tanah memang begitu 

banyak dituangkan ke dalam al-Qur‟an maupun al-Sunnah, yang 

membahas mengenai bumi/tanah sebagai salah satu bagian 

karunia terbesar yang Allah SWT berikan kepada umat manusia 

seperti halnya di dalam surat an-Nahl : 16/65 

 َّٝ ًٍ ْ٘ ٝتًَ ىِّقَ ىلَِ لَْه ْٜ ره َُّ فِ حِٖبَۗ اِ ْ٘ ٍَ ِٔ الْْسَْضَ بعَْذَ  بۤءً فبَحَْٞبَ بِ ٍَ بۤءِ  ََ َِ اىغَّ ٍِ ّْضَهَ  ُ اَ
اّللّه َٗ َُ ْ٘ عُ ََ  ࣖغْ

Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan 

dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang 

mendengarkan (pelajaran).9 

  

Islam menilai atas suatu hak segala kepemilikan benda 

baik tanah dan lain sebagainya memiliki fungsi sosial, dengan 

kata lain kepemilikan hak tersebut bukan hanya sebagai 

kepemilikan saja akan tetapi berfungsi sebagai kegiatan 

kesejahteraan khalayak ramai atau kemaslahatan umat. Sebab 

dari itu tanah sendiri mempunyai fungsi ganda ialah social asset 

dan capital asset yang mana keduanya dapat diartikan dan 

dihubungkan sebagai sebagai sarana pengikat hubungan sosial di 

kalangan masyarakat dan faktor pendorongan bagi pembangunan 

di Indonesia.
10

   

Sertifikat hak atas tanah sendiri merupakan produk 

hukum Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) pejabat yang dimaksud 

sendiri merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, 

Panitia Ajudikasi yang mendapatkan wewenang dari pejabat 

kantor BPN serta pejabat yang berwenang lainnya yang mana 

dalam segala tindakannya berlaku dan mengikat hukum 

                                                             
8 Bronto Susanto, Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, ...., h. 76.  
9 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian 

Agama RI, 2015), h. 433.  
10 Djoni Dumardi Ghazaly, Hukum Pengadaan Tanah, (Yogyakarta: UII 

Press, 1960), h. 34. 
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administrasi, dengan maksud bahwa “seseorang selaku pejabat 

TUN bisa saja melakukan tindakan melawan hukum baik 

dikarenakan kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan 

kewajiban hukumnya, lantas atas tindakan kelalaian dan lain 

sebagainya bisa saja menimbulkan penerbitan sertifikat yang salah 

juga, sehingga dari akibat yang ditimbulkan dari kesalahan 

tersebut ditengarai dapat menimbulkan permasalahan dalam 

proses pengadministrasian pertanahan. Lantas dengan adanya 

pendaftaran tanah dengan melalui sistem publikasi seperti halnya 

PTSL (Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) perlu 

dipahami secara hakikatnya bahwa penerbitan sertifikat hak atas 

tanah tersebut masih dapat dibatalkan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Dalam rangkaian kegiatan penerbitannya mengandung unsur 

cacat hukum administrasi.  

2. Dikarenakan adanya putusan pengadilan yang memperoleh 

kekuatan hukum tetap.
11

     

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mempunyai 

kedudukan yang begitu strategis dan menentukan, bukan lah 

hanya sebatas pelaksana dari undang-undang Agraria, akan tetapi 

lebih dari itu, sehingga peraturan ini menjadikan sebagai tulang 

punggung dari kegiatan administrasi pertahanan sebagai salah 

satu bentuk catur tata tertib pertanahan dan hukum pertanahan di 

Indonesia. Selain itu dalam peraturan pemerintah ini mengatur 

bahwa hanya ada satu instansi yang mengurusi urusan 

pendaftaran pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Akan tetapi sejalan dengan berjalannya peraturan di atas atas 

suatu kepemilikan tanah di Indonesia sebagian besar belum 

bersertifikat atau belum didaftarkan, tidak lain alasan yang timbul 

ialah karena beberapa faktor seperti biaya yang begitu mahal, 

hingga urusan yang begitu berbelit-belit sehingga hal itulah yang 

                                                             
11  Suroso Ismuhadi, dkk, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Jakarta: PT. 

Relindo Jayatama, 1997), h. 48.  
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dijadikan dasar bagi masyarakat untuk tidak mendaftarkan 

tanahnya.
12

 

Pemerintah dalam hal ini melihat permasalahan yang 

terjadi melalui menteri agraria dan tata ruang badan pertanahan 

nasional mengeluarkan suatu sistem yang berupa database guna 

melakukan tindakan sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah 

yang belum didaftarkan, dengan tujuan yaitu tercapainya 

pendataan tanah guna kepentingan orang banyak, selain itu 

menghindari adanya ilegalisasi kepemilikan tanah dan 

perlindungan atas tanah milik pribadi dengan mengeluarkan 

sistem (PTSL) atau disebut percepatan pendaftaran tanah 

sistematis lengkap, di mana PTSL sendiri merupakan suatu 

kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kalinya yang dilakukan 

secara serentak bagi seluruh objek pendaftaran tanah yang berada 

di seluruh wilayah Indonesia dalam satu kesatuan wilayah 

kelurahan atau lainnya yang memiliki tingkatan sama yang 

meliputi pengumpulan serta penetapan kebenaran data fisik dan 

data yuridis atas satu atau lebih terhadap keperluan pendaftaran 

tanah.
13

 

Islam memandang atas kepemilikan tanah yang memang 

belum memiliki surat surat kepemilikan seperti sertifikat dikenal 

dengan ihya‟ al-mawat atau membuka tanah. Sehingga di dalam 

Islam ketentuan ini dapat diartikan dengan menghidupkan tanah 

mati karena belum adanya kepemilikan dari seseorang atau dapat 

dikatakan belum sama sekali adanya pengurusan surat-surat yang 

berhubungan untuk perolehan hak atas kepemilikan tanah. Akan 

tetapi ketentuan itu haruslah juga berdasarkan adat kebiasaan 

yang berlaku (Urf), dengan beberapa empat cara yaitu 

diantaranya:  

a. Pemutihan tanah atau pengurusan surat-surat bukti 

kepemilikan tanah 

                                                             
12 Istiqomah, Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah, Jusriprudentie, Vol. 5, No. 
1, (Juni, 2018), h. 228.  

13 Aditya Nursamsi Muhammad, Herman Nayoan, JohanisKaawoan, 

Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado, Ilmu 

Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, (2018), h. 6.   
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b. Pembangunan tembok untuk sekeliling tanah 

c. Pembersihan lahan 

d. Mengelola atau memakmurkannya sehingga memberikan 

manfaat dan dari situ dapat diakui sebagai suatu kepemilikan 

Lantas dengan beberapa ketentuan tersebut agar tanah hidup atau 

terwujudnya perolehan hak atas tanah berdasrkan Islam yang 

dikenal sebagai masing masing adat kebiasaan („Urf). Dasar ini 

atas pembukaan tanah agar terciptanya kepemilikan hak tanah 

berdasarkan adat istiadat sudah sejalan dengan Sabda Rasulullah 

yang memiliki arti 

َٜ ىَُٔ  ِٖ ٞخَّتً فَ ٍَ ِْ احَْٞباَسَْضً  ٍَ  

“Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati maka 

tanah itu menjadi miliknya”  (HR. Abu Daud & Tirmidzi).
14

 

Dari penjelasan sabda di atas dengan dikaitkan dari 

beberapa ketentuan dari adat istiadat dalam menghidupkan tanah 

sudah jelas bahwa pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan 

tanah sendiri merupakan tindakan menghidupkan atau membuka 

tanah yang sudah jelas dikenal di dalam Islam (ihya‟ al-mawat).15
 

Dengan adanya program database berbasis PTSL 

merupakan salah satu bentuk tindakan guna memperoleh 

penghidupan/perolehan hak atas tanah sesuai adat (Urf) yang 

dikenal dalam Islam berupa pengurusan surat-surat yang 

berkaitan dengan tanah, sehingga PTSL sendiri sebagai bentuk 

jaminan atas kepemilikan tanah yang berlum terdaftar, kemudian 

dengan adanya sistem ini tanah yang sebelumya tidak memiliki 

sertifikat, akan diterbitkan sertfiikatnya dengan biaya ringan, 

efisien dan praktis dengan pendataan berdasarkan suatu wilayah 

kelurahan/desa akan tetapi jika seseorang tidak mampu 

membuktikan hak kepemilikan tanahnya, dapat dilakukan dengan 

pembuatan surat pernyataan tertulis.
16

 

                                                             
14 al Imam Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Syaukani, Nail al-Autar, (Beirut: 

Dar al-Qutub al-Arabiya, 1997), h. 79.  
15 Nurhayati, Hak-Hak Atas Tanah Menurut Islam & Undang-Undang Pokok 

Agraria, (Medan: DPK Universitas Dharmawangsa, 2017), h. 40.  
16 Dian Aries Mujiburohman, Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah 

Sistematik Lengkap (PTSL), Bhumi, Vol. 4, No. 1, (Mei, 2018), h. 90.  
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Lantas dengan tidak terpenuhinya bukti atas kepemilikan 

tanah di dalam pasal 22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang sendiri menyatakan bahwa dapat dibuat dengan surat 

pernyataan tertulis tentang kepemilikan dan penguasaan fisik 

bidang tanah atas dasar itikad baik oleh orang yang bersangkutan, 

akan tetapi guna menciptakan tertib administrasi dan agar lebih 

mendapatkan kepercayaan dan jaminan sebelum dikeluarkannya 

Peraturan Menteri ini, dapat dilakukan dengan adanya peranan 

dengan surat dikeluarkan dari Desa/Kelurahan sehingga peran 

dari kelurahan sendiri tidak bisa diabaikan disebabkan karena 

bukti formal atas penguasaan tanah yang dibenarkan oleh hukum 

adat/desa atau kelurahan.  

Selain itu itikad baik sendiri mengandung makna abstrak 

dan dapat menimbulkan makna yang berbeda-beda, sehingga dari 

penjelasan latar belakang di atas bagaimana hukum Islam 

meninjau ketentuan dari peraturan menteri agraria dan tata ruang 

Nomor 12 Tahun 2017 atas surat pernyataan dengan dasar itikad 

baik dalam pemubuktian hak atas tanah.
17

 

 

C. Identifikasi Masalah 

 Lantas dari penjabaran latar belakang di atas sebelumnya, 

maka peneliti dapat menjabarkan identifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1.  Tindakan perolehan hak atas tanah yang belum memiliki 

legalisasi (sertifikat) berdasarkan ketntuan peraturan Mnteri 

Agraria No. 12 Tahun 2017. 

2. Sistem pengukuran tanah yang mana terkadang pemiik tanah 

sendiri terkadang kurang memperhatikan pemberian patok 

tanahnya, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan 

sengketa di kemudian hari, yang mana sedangkan di dalam 

program PTSL ini BPN mengejar target dalam menerbitkan 

sertifikat tanah, hal ini dapatkah sertifikat yang dikeluarkan 

sah jika batas tanah tidak memiliki kesesuaian ukuran.  

3. Atas ketidaklengkapan bagi pembuktian kepemilikan tanah 

orang yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan 

                                                             
 

17
  Ibid, h. 99. 
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dengan itikad baik, hal ini dapat membuat 

keambiguitasan/kebimbingan atas surat pernyataan tersebut 

atas itikad baik jika tidak dapat dilegalkan dari kelurahan atau 

masyarakat adat setempat. 

 

D. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana perolehan hak atas tanah berdasarkan program 

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ditinjau dari 

Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 12 

Tahun 2017 ? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pembuktian hak 

kepemilikan tanah berdasarkan program PTSL (Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap) analisa Pasal 19 Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 12 Tahun 2017 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada suatu rumusan masalah di atas, 

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :  

1. Guna memahami bagaimana perolehan hak atas tanah 

berdasarkan sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap guna 

perlindungan kepemilikan hak atas sertifikat tanah bagi 

masyarakat sebagai pemilik tanah berdasarkan Pasal 19 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 12 Tahun 2017.  

2. Guna memahami bagaimana Fiqh Siyasah meninjau Hak 

Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam Analisa 

Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No 12 

Tahun 2017. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu 

meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman 

dan implementasi bagi akademis maupun seluruh 

kalangan dengan mengacu pada sumber teori yang ada 

terutama hukum Islam pada umumnya dan khussusnya 

mengenai perlindungan atas perolehan hak tanah dengan 

sistem model pendaftaran tanah sistematis lengkap yang 
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di mana penjaminan pembuktian hak kepemilikan tanah 

jika seseorang tidak mampu memberikan pembuktian atas 

kepemilikan tanah . 

b. Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian pada masa 

yang akan datang di bidang ketatanegaraan Islam 

mengenai proses percepatan pendaftaran tanah sistematis 

lengkap guna perlindungan kepemilikan hak atas sertifikat 

tanah sebagai bentuk urusan pengadministrasian/birokrasi 

ketatanegaraan terhadap peraturan meneteri ATR/BPN 

No. 12 Tahun 2017. 

2. Secara praktis 

a.  penelitian ini dibuat dalam rangka menyelesaikan studi 

pada untuk mencapai gelar S1 program studi Siyasah 

Syari‟iyyah pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

b. Memberikan sumbangsih yang aktif ataupun pasif 

khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga 

berfungsi untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam 

terhadap Proses percepatan pendaftaran tanah sistematis 

lengkap guna perlindungan pembuktian hak atas 

kepemilikan sertifikat tanah berdasarkan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan 

Nasional RI Nomor. 12 Tahun 2017.   

 

G. Studi Pustaka 

     Penelitian terdahulu merupakan acuan terhadap penelitian 

selanjutnya, di mana penelitian tersebut dipergunakan untuk 

dilakukan komparasi (perbandingan) hasil penelitian. Sehingga 

dari tujuan dilakukannya tinjauan pustaka itu sendiri ialah agar 

terhidarnya dari suatu tindakan plagiarisme agar penelitian 

terhadap skripsi ini benar-benar secara riil (nyata) serta dapat 

dipertanggungjawabkan. Berikut beberapa penelitian terdahulu 

yang dapat dijadikan landasan dalam sebuah penelitian 

diantaranya dapat disajikan di dalam tabel di bawah ini sebagai 

berikut:  

1. Penelitian dari Murkastari, 2019, Pelaksanaan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri 
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Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 di Desa 

Kasikan, di mana fokus penelitian dari karya ilmiah ini ialah 

pelaksanaannya terhadap pendaftaran tanah sistematis lengkap 

berdasarkan ketentuan dari peraturan menteri agraria nomor 

12 tahun 2017 di desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, 

Kabupaten Kampar dari sumber Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kampar, sehingga dari hasil penelitian ini sendiri 

ialah terdapat beberapa hal pelaksanaan PTSL di desa Kasikan 

yang memiliki ketidak sesuaian dengan Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 12 Tahun 2017, yang mana dari 

pelasksanaannya dari keseluruhan 10 tahapan terdapat empat 

yang tidak terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku, 

lantas persamaan dan perbedaannya ialah:  

Persamaan : Terletak pada objek pembahasan yaitu 

program PTSL   Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap) berdasarkan Peraturan 

Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017        

Perbedaan : Terletak pada inti permasalahannya, di 

mana peneliti 

sendiri membahas dari segi fiqh siyasah 

mengenai perolehan hak atas tanah jika 

tidak dapat membuktikan kelengkapan 

kepemilikan serta pada pengukuran dari 

pembatasn tanah, dan pelaksanaan 

pendaftaran tanah didasari pada peraturan 

menteri agraria nomor 12 tahun 2017, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Murkastari sendiri ialah terfokus pada 

pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa 

Kasikan Kabupaten Kampar. 

2. Penelitian dari Dian Aries Mujiburrohman, 2018, Potensi 

Permaslahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 

di mana fokus dari penelitian ini sendiri ialah kemungkinan-

kemungkinan permasalahan yang akan timbul dari kegiatan 

pendaftaran tanah sistematis lengkap yang menjadi prioritas 

pemerintah dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah, yang 

mana dari hasil penelitian secara normatifi ini ialah mengenai 
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pengumuman data yuridis dan data fisik, serta penerapan asas 

Kontradiktur Delimitasi dan permasalahan tanah Absente, 

lantas persamaan dan perbedaannya ialah : 

a.Persamaan :     terletak pada pembahasan mengenai  

 permasalahan yangtimbul dari adanya 

program PTSL (pendaftaran tanah sistematis 

lengkap)    

b. Perbedaan : terletak pada fokus dari penelitian di mana 

peneliti membahas dari segi siyasah atas 

perolehan hak atas tanah dari program PTSL, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Dian Aries Mujiburrohman ialah penemuan 

potensi atas permasalahan yang akan timbul 

dari program pendaftaran tanah sistematis 

lengkap (PTSL) 

 

H. Metode Penelitian 

Metodologi merupakan yang pada hakikatnya memberikan 

pedoman atau tuntunan, tentang cara seorang peniliti dalam 

mempelajari, menganalisa, dan memahami suatu situasi yang akan 

dialaminya. 

Sehingga dalam pandangan hemat penulis bahwa 

metodologi merupakan suatu langkah yang mempunyai proses 

dasar dan berprosedur melalui pendekatan suatu permasalahan dan 

kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari suatu jawaban yang 

berhubungan dengan permasalahan tersebut. 

Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto 

bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus 

ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu 

pengetahuan,
18

 sehingga metode yang digunakan dalam penelitian 

ini (research) menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat 

pendekatan deskriptif analitis, sehingga dalam penelitian ini 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian  

                                                             
18

 Ibid, h.7. 
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Apabila jika dilihat dari penelitian ini berdasarkan 

jenisnya, yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

pustaka (Library Research) yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan suatu data atau informasi dengan 

penelusuran kepustakaan dan pendataan yang berkaitan 

berdasarkan pada kepustakaan atau buku/karya ilmiah 

lainnya. Sehingga terkait dengan hal ini, penulis 

melakukan penelitian terhadap perspektif hukum Islam 

mengenai judul penulis yaitu terhadap Hak Kepemilikan 

Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam Analisa Peraturan 

Menteri Agraria Dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017. 

b. Sifat penelitian    

Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif 

yaitu di mana merupakan suatu penelitian untuk 

memberikan data seteliti mungkin mengenai gejala-gejala 

yang ada di dalam kehidupan manusia. Hakikatnya 

hubungan di antara variabel-variabel yang dianalisis 

dengan menggunakan teori yang objektif. Sehingga dalam 

hal ini penulis akan menguraikan dan menggambarkan 

secara objektif terkait perspektif hukum Islam mengenai 

hak kepemilikan tanah berdasarkan sistem pendaftaran 

tanah sistematis lengkap atas perlindungan kepemilikan 

hak sertifikat tanah berdasarkan peraturan menteri agraria 

dan tata ruang badan pertanahan nasional (PERMEN 

ATR/BPN) No. 12 Tahun 2017.  

 

2. Sumber Data  

a. Bahan Hukum Primer  

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh 

langsung dari observasi studi kepustakaan atau objek yang 

diteliti atau ada hubungannya dengan suatu objek yang 

diteliti.
19

 Sumber data yang langsung berkaitan dengan 

objek penelitian yaitu peraturan mengenai pendaftaran 

tanah yang memiliki keterkaitan dan saling berkaitan 

                                                             
19

 Muhammad Pabunda Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), h. 57. 
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seperti PERMEN ATR/BPN RI NO. 12 Tahun 2017, buku 

yang berhubungan dengan penelitian. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan 

yang digunakan untuk menjelaskan suatu penelitian dari 

bahan-bahan hukum primer.
20

 Kemudian kaitannya dengan 

penelitian ini adalah upaya mencari data yang bersumber 

dari jurnal, majalah, catatan, dokumen, naskah, kitab 

hukum, peraturan yang ada serta saling berhubungan dan 

sebagainya yang berkenaan dengan judul dari penulis. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Sumber data tersier ialah sumber yang kegunaanya 

untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap 

bahan-bahan data primer dan sekunder.
21

 Kemudian cara 

pencarian data-data ini dengan menggunakan data yang 

bersumber pada dari kamus, transkrip, daftar bacaan, 

katalog perpustakaan dan sebagainya yang berkenaan 

dengan judul dari penulis. 

 

3. Metode pengumpulan data  

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti 

menindaklanjuti dengan mengambil langkah, yakni dengan 

survey kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.  

a. Kepustakaan 

Pada data yang didapatkan dari metode kepustakaan 

ini ialah melalui penelitian langsung pada sifat pustaka yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, 

dokumen resmi, serta hasil penelitian. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu catatan atau karya seseorang 

tentang sesuatu dalam situasi sosial mencari data mengenai 

variabel berupa foto, catatan, buku, maupun berupa sejarah 

kehidupan dan sebagainya.
22

  

4. Teknik Pengolahan Data  

                                                             
20 Ibid. h. 53. 
21 Ibid.  
22Ibid, h. 391. 
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Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan 

dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan 

suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan data (editing) dimana ini merupakan cara yang 

dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan 

kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan 

data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari 

data-data yang diperoleh. 

b. Sistemasi merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam 

menempatkan data yang menurut data atau kerangaka 

sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi 

masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. 

5. Analisis Data 

Menurut Nasution, analisa data adalah proses 

penyusunan, pengkategorian data, mencari pola atau tema 

dengan maksud untuk memahami maknanya.
23

 Sebagaimana 

dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai analisis data yang 

dapat digunakan dalam melakukan sebuah penelitian 

(research). Penggunaan pada semua analisis data penelitian 

kualitatif senantiasa mendasarkan analisis data yang dilakukan 

selama keberlangsungan penelitian tersebut.  

Kemudian penyajian hasil penelitian yang diperoleh 

dari pengolahan data disatukan terhadap suatu analisa data.
24

 

Ketika seluruh data penelitian sudah berhasil terkumpul, proses 

selanjutnya ialah dengan melakukan pengolahan data melalui 

proses editing, yaitu peneliti memeriksa kembali terkait 

kelengkapan data yang diterima, kejelasannya, konsistensi 

jawaban atau informasi.  

Kemudian proses berikutnya ialah melakukan analisa 

dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa, yakni 

metode induktif. Metode induktif adalah “suatu metode yang 

digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang 

                                                             
23 S. Nasution, Metodologi Penelitian Dasar, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 

h. 72. 
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Depok: UI Press, 1997), 

h. 68. 
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umum ke khusus”.
25

 Metode induktif digunakan dalam 

membuat sebuah kesimpulan terkait batasan sikap yang 

berdasarkan pada akidah dalam pandangan hukum Islam 

mengenai kepemilikan tanah perspektif hukum Islam analisa 

Pasal 9 terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 

2017. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Pada bagian ini dapat dipaparkan mengenai Sistematika 

Pembahasan, konsep sertaq pandangan yang berpengaruh untuk 

memberikan klarifikasi pada penelitian ini, sebab pemaparan 

tersebut merupakan kerelevansian untuk menjawab dari rumusan 

masalah, lantas teori yang dipergunakan dalam bab penelitian ini 

ialah :  

 BAB I membahas mengenai dari awal penegasan judul, 

latar belakang masalah dari penelitian ini, Fokus Penelitian, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi 

Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan  

 BAB II berisi mengenai landasan teori mengenai Hukum 

Islam, Teori Hak Atas Tanah dan Kepemilikan Tanah di dalam 

Islam. 

 BAB III berisi mengenai Objek Penelitian yang meliputi 

Tinjauan umum mengenai program Pendaftarn Tanah Sistematis 

Lengkap, proses pelaksanaan serta pembuktian Hak berdasarkan 

ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 

Nomor 12 Tahun 2017 mengenai PTSL 

 BAB IV mengenai Analisa Data yang dihasilkan berupa 

menjawab mengenai kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 

mengenai PTSL dan tinjauan dari hukum Islam atas kepemilikan 

tanah menurut ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang Nomor 12 Tahun 2017 

 BAB V mengenai Kesimpulan dan Rekomendasi dari 

Penelitian ini. 

                                                             
25 Hilda Handayani, Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif, diakses 

dari https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-

Metode-Deduktif, tanggal 09 Desember 2018 pukul 23.58 WIB. 

https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif
https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka 

dapat diberikan kesimpulan bahwa:  

1. Perolehan kepemilikan hak atas tanah di dalam Pasal 9 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 dapat 

ditunjukkan bukti dokumen kepemilikan atau dengan surat 

pernyataan atas dasar itikad baik, jika dalam hal kepemilikan 

tidak memiliki bukti fisik seperti girik atau riwayat 

kepemilikan, maka dengan beberapa ketentuan syarat 

pembuktian atas kepemilikan, penerbitannya disesuaikan 

dengan penerbitan 4 kategori sertifikat hak kepemilikan dalam 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

tersebut. 

2. Ditinjau dari segi Fiqh Siyasah, kepemilikan hak atas tanah 

berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 

Tahun 2017 ditinjau berdasarkan fiqh siyasah bahwa dengan 

dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut dapat dibenarkan, 

sebab ini sesuai dengan konsep Dusturiyah yaitu mengenai 

peraturan perundang-undangan atas suatu cara memperoleh 

hak-hak perorangan dan lembaga, sehingga dapat   terjaminnya 

hak kepemilikan atas tanah walaupun tidak dapat membuktikan 

secara dokumentasi kepemilikan, namun dapat dipermudah 

dengan surat pernyataan atas dasar itikad baik saja dengan dasar 

dapat dipertanggunjawabkan pernyataannya dan penerbitan 

sesuai ketentuan dari program PTSL itu sendiri, di mana dari 

segi hukum Islam memiliki kesesuaian dengan prinsip 

Maslahah al-Mursalah, dalam aspek menjaga harta (Hifdzun 

Mal). 

B. Rekomendasi 

1. Diharapkan dalam program PTSL ini bagi Kantor Badan 

Pertanahan Nasional dalam implementasinya di lapangan benar-

benar dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya 

sesuai dengan prinsip kesederhanaan, percepatan, pasti, aman, 

adil, merata sert akuntabel, sehingga dapat menciptakan 
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keadilan dan kesejahteraan sosial dengan berlandaskan pada 

menciptakan kemaslahatan 

2. Diharapkan pada masyarakat dalam pengumpulan data yuridis 

dalam hal pembuktian dokumen tidak dapat dipertunjukkan 

guna memperoleh haknya, maka surat pernyataan yang tertuang 

Pasal 19 diharapakan dibuat dan diketahui oleh pejabat yang 

berwenang atau setidaknya diketahui pejabat desa (Kelurahan), 

walaupun ketentuan dari Pasal 19 PERMEN ATR/BPN Nomor 

12 Tahun 2017 tidak menyinggung, dengan tujuan surat 

pernyataan tersebut dapat terjamin kebenarannya dan 

menciptakan asas tertib administrasi.  
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